LAMPIRAN :

17. Penandaan Keselarasan Anggaran dengan Asta Cita Provinsi

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

OUTCOME PRIORITAS ASTA CITA PROVINSI

TAHUN 2026
KODEFIKASI DAN NOMEKLATUR PENANDAAN
No| AsTAacita | KODE BIDANG OUTCOME KODE PROGRAM KODE
BIDANG URUSAN PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN
SUB KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 |Memperkuat 1.01 URUSAN Terpenuhinya Kebutuhan 1.01.02 PROGRAM 1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah
pembangunan  sumber| PEMERINTAHAN Dasar Standar Pelayanan PENGELOLAAN o Menengah Atas
daya manusia (SDM), BIDANG PENDIDIKAN [Minimal (SPM) Bidang PENDIDIKAN o ) .
sains, teknologi, Pendidikan 1.01.02.1.01.0075 Blmblngan. Teknis, Pelatlhan, Qan/atau Mggang/PKL
pendidikan, kesehatan, untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
prestasi olahraga,
kesetaraan gender, serta 1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL
penguatan peran o untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
perempuan, pemuda
(generasi milenial dan 1.01.02.1.03.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
generasi Z), dan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi
penyandang disabilitas. 1.01.02.1.03.0049 Satuan Pendidikan Khusus

1.01.02.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas Baru

2 |Memperkuat 1.02 URUSAN Kesehatan Untuk Semua 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit
pembangunaq sumber| PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis
daya manusia (SDM), BIDANG KESEHATAN PERORANGAN _ DANI 405 02101.0027  |Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di
salns., . teknologi, UPAYA KESEHATAN Fasilitas Kesehatan
pendidikan, kesehatan, MASYARAKAT
prestasi olahraga, 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
kesetaraan gender, serta -
penguatan peran 1.02.02.1.02.0011 Pengglolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular

dan Tidak Menular
perempuan, pemuda
(generasi milenial dan 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
generasi Z), dan 1.02.03 PROGRAM
penyandang disabilitas. PENINGKATAN .
KAPASITAS SUMBER 1.02.03.1.01.0001 Ezgneir:gin Kebutuhan Sumber Daya Manusia
DAYA MANUSIA

KESEHATAN




OUTCOME PRIORITAS ASTA CITA PROVINSI

TAHUN 2026
KODEFIKASI DAN NOMEKLATUR PENANDAAN
NO ASTA CITA KODE BIDANG OUTCOME KODE PROGRAM KODE
BIDANG
URUSAN PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 |Melanjutkan hilirisasi 1.03 URUSAN Meningkatnya ketahanan 1.03.02 PROGRAM 1.03.02.1.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
dan  mengembangkan PEMERINTAHAN air untuk  mendukung PENGELOLAAN SUMBER — —
industri berbasis sumber BIDANG PEKERJAAN |pencapaian mbada DAYA AIR (SDA) 1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan lrigasi Permukaan
daya alam untuk UMUM DAN PENATAAN [pangan, energi, dan air 1.03.03 PROGRAM
meningkatkan nilai RUANG PENGELOLAAN DAN
tambah di dalam negeri. PENGEMBANGAN 1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
SISTEM PENYEDIAAN T Lintas Kabupaten/Kota
AIR MINUM
Memantapkan sistem Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis
pertahanan keamanan 1.03.03.1.01.0025 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas
negara dan mendorong Kabupaten/Kota
kemandirian bangsa Terlaksananya 1.03.12 PROGRAM 1.03.12.1.01.0006 Penetapan RTRW Provinsi
melalui swasembada pembangunan daerah PENYELENGGARAAN
pangan, energi, air, sesuai dengan rencana PENATAAN RUANG Penilaian  Pelaksanaan  Kesesuaian  Kegiatan
ekonomi kreatif, ekonomi tata ruang 1.03.12.1.04.0014 Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri
hijau, dan ekonomi biru pelaku UMKA
4 |Membangun dari desa 1.04 URUSAN Terpenuhinya rumah 1.04.03 PROGRAM KAWASAN Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan
dan dari bawah untuk PEMERINTAHAN layak, terjangkau, dan PERMUKIMAN 1.04.03.1.02.0003 Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai
pertumbuhan  ekonomi, BIDANG PERUMAHAN |berkelanjutan dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
pemerataan ekonomi DAN KAWASAN Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk
dan pemberantasan PERMUKIMAN 1.04.03.1.02.0011 Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan
kemiskinan. T Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15
(Lima Belas) Ha
1.04.05 PROGRAM Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
PENINGKATAN 1.04.05.1.01.0008 Permukiman
PRASARANA, SARANA Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di
DAN UTILITAS UMUM 1.04.05.1.01.0009 Permukiman
5 |Memperkokoh ideologi 1.05 URUSAN Terwujudnya manajemen 1.05.03 PROGRAM 1.05.03.1.02.0024 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
Pancasila, demokrasi, PEMERINTAHAN bencana yang terintegrasi, PENANGGULANGAN R Provinsi
dan hak asasi manusia BIDANGKETENTERAMA|pelayanan ~ Satpol PP, BENCANA Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar|
(HAM). N DAN KETERTIBAN |Satuan Perlindungan 1.05.03.1.04.0023 Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana
UMUM SERTA Masyarakat, dan Kabupaten/Kota
Memperkuat PERLINDUNGAN pelayanan pemadam 1.05.02 PROGRAM Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban
penyelarasan kehidupan MASYARAKAT kebakaran sesuai standar PENINGKATAN 1.05.02.1.01.0021 Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,
yang harmonis dengan KETENTERAMAN DAN T Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
lingkungan, alam, dan KETERTIBAN UMUM Pengamanan, dan Pengawalan
budgya sertg 1.05.02.1.02.0012 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah
peningkatan toleransi dan Peraturan Kepala Daerah
antarumat beragama 1.05.04 PROGRAM Penyusunan  Kajian Rencana Induk  Sistem
untuk mencapai PENCEGAHAN, 1.05.04.1.01.0018 Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
masyarakat yang adil PENANGGULANGAN, (RISPKP)
dan makmur. PENYELAMATAN Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas
KEBAKARAN DAN 1.05.04.1.02.0007 Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di
PENYELAMATAN NON Kabupaten/Kota




OUTCOME PRIORITAS ASTA CITA PROVINSI

TAHUN 2026
KODEFIKASI DAN NOMEKLATUR PENANDAAN
NO ASTA CITA KODE BIDANG OUTCOME KODE PROGRAM KODE
BIDANG URUSAN PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 |Membangun dari desa 1.06 URUSAN Penurunan Kemiskinan 1.06.02 PROGRAM Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber
dan dari bawah untuk PEMERINTAHAN Melalui Graduasi PEMBERDAYAAN 1.06.02.1.02.0004 Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat
pertumbuhan  ekonomi, BIDANG SOSIAL SOSIAL Kewenangan Provinsi
z:nmeratasgmbe;ﬁ;g: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber

L 1.06.02.1.02.0008 Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan
kemiskinan. f

Provinsi

Memperkuat 1.06.05 PROGRAM 1.06.05.1.02.0003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi
pembangunan  sumber| PERLINDUNGAN DAN oo Masyarakat
daya manusia (SDM), JAMINAN SOSIAL
sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan,
prestasi olahraga,
kesetaraan gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial dan 1.06.05.1.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
generasi Z), dan
penyandang disabilitas.

7 |Membangun dari desa 2.07 URUSAN Meningkatnya kinerja 2.07.03 PROGRAM  PELATIHAN Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
dan dari bawah untuk PEMERINTAHAN pembangunan KERJA DAN 2.07.03.1.01.0001 Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster,
pertumbuhan  ekonomi, BIDANG TENAGA ketenagakerjaan dalam PRODUKTIVITAS Kompetensi
pemerataan  ekonomi KERJA rangka produktivitas TENAGA KERJA 207.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga
dan pemberantasan tenaga kerja, kesempatan Kerja
kemiskinan. kerja dan perlindungan 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN 2.07.05.1.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait

pekerja INDUSTRIAL R dengan Hubungan Industrial
Memperkuat
pembangunan  sumber|
daya manusia (SDM),
sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan,
prestasi olahraga, Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga

kesetaraan gender, serta

penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial dan
generasi Z), dan

penyandang disabilitas.

2.07.05.1.03.0005

Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja




OUTCOME PRIORITAS ASTA CITA PROVINSI

TAHUN 2026
KODEFIKASI DAN NOMEKLATUR PENANDAAN
NO ASTA CITA KODE BIDANG OUTCOME KODE PROGRAM KODE
BIDANG URUSAN PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 |Memperkuat 2.08 URUSAN Meningkatnya Kesetaraan 2.08.02 PROGRAM 2.08.02.1.01.0011 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan
pembangunan  sumber PEMERINTAHAN Gender, Peran PENGARUSUTAMAAN R Provinsi
daya manusia (SDM), BIDANG Perempuan, dan GENDER DAN
sains, teknologi, PEMBERDAYAAN Perlindungan Anak PEMBERDAYAAN
pendidikan, kesehatan, PEREMPUAN DAN PEREMPUAN
prestasi olahraga, PERLINDUNGAN ANAK . .
kesetaraan gender, serta peningkatan . .kapasna? SDM pemberdaygan
penguatan peran 2.08.02.1.02.0009 perempuan di bldlang politik, atau hu!(um, atau sosial,
perempuan, pemuda dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
(generasi  milenial dan
generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
2.08.07 PROGRAM Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada
PERLINDUNGAN 2.08.07.1.01.0007 pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan
KHUSUS ANAK Kewenangan Provinsi
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban
2.08.07.1.02.0008 Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
9 |Memantapkan  sistem 2.09 URUSAN Meningkatnya ketahanan 2.09.03 PROGRAM 2.09.03.1.01.0006 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
pertahanan  keamanan PEMERINTAHAN pangan PENINGKATAN —— -
negara dan mendorong BIDANG PANGAN DIVERSIFIKASI  DAN| 209031010009  [Siablsast Pasokan dan Harga Pangan Tingkat
keman.d|r|an bangsa 2.09.04 PROGRAM Pelaksanaan  Pengadaan, Pengelolaan,  dan
melalui  swasembada PENANGANAN 2.09.04.1.02.0002 Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan
pangan,  energl, ar, KERAWANAN PANGAN Rt Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah
Eﬁ;’”o(gnkjit:é;‘f??m' Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
ljau, I biru Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan
2.09.04.1.02.0004 Pangan dan Gizi Provinsi
10 |Melanjutkan 2.10 URUSAN Terwujudnya pemerataan 2.10.06 PROGRAM Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam
pengembangan PEMERINTAHAN penguasaan tanah dan REDISTRIBUSI TANAH 2.10.06.1.01.0003 Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah
infrastruktur dan BIDANG PERTANAHAN |pemberdayaan DAN GANTI KERUGIAN Kabupaten/Kota
meningkatkan lapangan masyarakat melalui TANAH KELEBIHAN

kerja yang berkualitas,
mendorong

kewirausahaan,
mengembangkan
industri  kreatif
mengembangkan
agromaritim industri  di
sentra produksi melalui
peran aktif koperasi.

serta

penataan aset dan akses
di daerah

MAKSIMUM DAN TANAH
ABSENTEE

2.10.06.1.01.0005

Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma
Agraria




OUTCOME PRIORITAS ASTA CITA PROVINSI

TAHUN 2026
KODEFIKASI DAN NOMEKLATUR PENANDAAN
NO ASTA CITA KODE BIDANG OUTCOME KODE PROGRAM KODE
BIDANG URUSAN PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 |Memantapkan sistem 2.1 URUSAN Lingkungan Hidup 2.11.03 PROGRAM 211.03.1.01.0004 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter,
pertahanan  keamanan PEMERINTAHAN Berkualitas PENGENDALIAN o kualitas lingkungan
negara dan mendorong BIDANG LINGKUNGAN PENCEMARAN 2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup
kemandirian bangsa HIDUP DAN/ATAU KERUSAKAN terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Memperkuat 21111 PROGRAM 2.11.11.1.01.0011 Pengelolaan sampah Regional
penyelarasan kehidupan PENGELOLAAN
yang harmonis dengan PERSAMPAHAN
lingkungan, alam, dan
budaya serta o . o
peningkatan toleransi 211.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan. pemantauan
antarumat beragama pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
untuk mencapai
masyarakat yang adil
dan makmur.

12 |Memperkuat 212 URUSAN Meningkatnya kualitas 2.12.02 PROGRAM 2.12.02.1.02.0001 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
pembangunaq sumber| PEMERINTAHAN layanan keper?d.udukan PENDAFTARAN Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk
da}/a manusia (SDM)-, BIDANG ADMINISTRASI|dan pencatatan sipil, serta PENDUDUK 2.12.02.3.01.0006 ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam
sains, teknologi, KEPENDUDUKAN DAN |pemanfaatan data Satu Provinsi
pendidikan, - kesehatan, PENCATATAN SIPIL  |kependudukan  berbasis 2.12.03 PROGRAM Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di
prestasi olahraga, digital PENCATATAN SIPIL 212.03.1.01.0004 . op oaten/Kota
kesetaraan gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial dan Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke
generasi 2), dan 2.12.03.3.02.0006 Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu
penyandang disabilitas. Provinsi

13 |Membangun dari desa 213 URUSAN Meningkatnya Tata Kelola 2.13.02 PROGRAM  PENATAAN 2.13.02.1.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan
dan dari bawah untuk PEMERINTAHAN Pemerintahan Desa dan DESA R Pemerintahan Desa
pertumbuhan  ekonomi, BIDANG Kelembagaan Desa yang 2.13.04 PROGRAM
pemerataan ekonomi PEMBERDAYAAN Berdaya Saing  untuk ADMINISTRASI
dan pemberantasan MASYARAKAT DAN |Kesejahteraan Masyarakat PEMERINTAHAN DESA
kemiskinan. DESA Desa
Memperkuat

penyelarasan kehidupan
yang harmonis dengan

lingkungan, alam, dan
budaya serta
peningkatan toleransi
antarumat beragama
untuk mencapai
masyarakat yang adil

dan makmur.

2.13.04.1.01.0005

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa




OUTCOME PRIORITAS ASTA CITA PROVINSI

TAHUN 2026
KODEFIKASI DAN NOMEKLATUR PENANDAAN
NO ASTA CITA KODE BIDANG OUTCOME KODE PROGRAM KODE
BIDANG URUSAN PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN
SUB KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 |Memperkuat 2.14 URUSAN Penduduk Tumbuh 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan
pembangunan  sumber PEMERINTAHAN Seimbang (PTS) dan KELUARGA BERENCANA 2.14.03.1.01.0007 Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak
daya manusia (SDM), BIDANG Keluarga Berkualitas (KB) Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
sains, teknologi, PENGENDALIAN (IPKK) o .
pendidikan, kesehatan, PENDUDUK DAN 214.03.1.02.0004 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan
prestasi olahraga, KELUARGA dalam Program Bangga Kencana
kesetartaan gender sore PERENCANA 2.14.04 PROGRAM Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga
P erompu Pergﬂ PEMBERDAYAAN  DAN 2.14.04.1.02.0007 di tingkat r(?vinsi dgn kabui a{en/kota ’
(generasi mienial dan PENINGKATAN S -
g . KELUARGA SEJAHTERA
generasi Z), dan (KS)
penyandang disabilitas. Pembinaan dan Pendampingan Program

2.14.04.1.02.0011 .
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

15 |Melanjutkan hilirisasi 2.15 URUSAN Terwujudnya Peningkatan 2.15.02 PROGRAM 2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
dan mengembangkan PEMERINTAHAN Konektivitas Antar Wilayah PENYELENGGARAAN
industri berbasis sumber| BIDANG dan Penurunan Angka LALU LINTAS DAN
daya alam untuk| PERHUBUNGAN Kecelakaan Lalu Lintas ANGKUTAN JALAN
meningkatkan nilai dan Angkutan Jalan di (LLAJ)
tambah di dalam negeri. Jalan Provinsi ilitasi ; i i

2.15.02.1.03.0011 Rehelxt_)mta& dan Pemehh?raan Terminal Tipe B
(Fasilitas Utama dan Penunjang)

gneerlaggj;tgaa:gan 2.15.03 ﬁESSERIfg/II_AAN Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai
infrastruktur dan PELAYARAN 2.15.03.1.10.0003 dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah

meningkatkan lapangan
kerja yang berkualitas,
mendorong

kewirausahaan,
mengembangkan
industri  kreatif
mengembangkan
agromaritim industri di
sentra produksi melalui
peran aktif koperasi.

serta

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.15.03.1.10.0009

Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan
Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani
Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi




OUTCOME PRIORITAS ASTA CITA PROVINSI

TAHUN 2026
KODEFIKASI DAN NOMEKLATUR PENANDAAN
NO ASTA CITA KODE BIDANG OUTCOME KODE PROGRAM KODE
BIDANG URUSAN PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN
SUB KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16 Mempe.rkokoh |deolog| 2.16 URUSAN Terakselerafsmya . 2.16.02 PROGRAM Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola
ENCHOAN | 2ot oms Womss o Serar dsln Fengi
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
(HAM). DAN INFORMATIKA KOMUNIKASI PUBLIK yelesar 9 by
2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik
Me_njperkuat reformasi 2.16.02.1.01.0023 Mom'torlng Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi
politik, hukum dan Publik
birokrasi, serta 2.16.02.1.01.0024  [Pengelolaan Media Komunikasi Publik
memperkuat
pencegahan dah 2.16.03 PROGRAM 216.03.1.02.0021 Koordlpa3| pemanfaatan. Por.tal Pelayanan
pemberantasan korupsi, PENGELOLAAN Peme_rlntah Daerah yang terintegrasi
narkoba, judi, dan APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.1.02.0031 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi
penyeludupan. Cerdas
2.16.03.1.02.0032 Penyediaan Akses Internet
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan
2.16.03.1.02.0036 Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data
dan integrasi layanan
17 [Melanjutkan 217 URUSAN Peningkatan Produktivitas 2.17.06 PROGRAM Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan
pengembangan PEMERINTAHAN Koperasi dan UMKM PEMBERDAYAAN DAN 2.17.06.1.01.0004 Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk
infrastruktur dan BIDANG KOPERASI, PERLINDUNGAN Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
meningkatkan lapangan USAHA KECIL, DAN KOPERASI Pemberdayaan  Koperasi dengan Keanggotaan
kerja yang berkualitas, MENENGAH 2.17.06.1.01.0009 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
mendorong Provinsi
kewirausahaan, 2.17.07 PROGRAM Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha
mengembangkan Pemberdayaan USAHA| yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat
industri  kreatif serta MENENGAH, USAHA| 2.17.07.1.01.0001 Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja,
mengembangkan KECIL, DAN  USAHA Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi,
agromaritim industri di MIKRO (UMKM) dan Pengentasan Kemiskinan
sentra produksi melalui Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM
peran aktif koperasi. 2.17.07.1.01.0002 serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan
Kewirausahaan
18 [Melanjutkan hilirisasi 218 URUSAN Pencapaian Target 2.18.05 PROGRAM 2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal
dan mengembangkan PEMERINTAHAN realisasi Penanaman PENGENDALIAN
industri berbasis sumber| BIDANG PENANAMAN [Modal PELAKSANAAN
daya alam untuk MODAL PENANAMAN MODAL Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang
meningkatkan nilai 2.18.05.1.01.0005 dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan

tambah di dalam negeri.

Kegiatan Usahanya




OUTCOME PRIORITAS ASTA CITA PROVINSI

TAHUN 2026
KODEFIKASI DAN NOMEKLATUR PENANDAAN
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19 |Memperkuat 2.19 URUSAN Meningkatnya kualitas 2.19.02 PROGRAM Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan
pembangunan  sumber PEMERINTAHAN pemuda, budaya olahraga PENGEMBANGAN 2.19.02.1.01.0015 Pengembangan  Kewirausahaan Pemuda Bagi
daya manusia (SDM), BIDANG KEPEMUDAAN |yang inklusif, dan prestasi KAPASITAS DAYA SAING Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
sains, teknologi, DAN OLAHRAGA  |olahraga KEPEMUDAAN Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan
pendidikan, kesehatan, 219.02.1.02.0003 Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui
prestasi olahraga, T kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi
kesetaraan gender, serta pemuda
penguatan peran 2.19.03 PROGRAM 2.19.03.1.03.0001 Seleksi Atlet Daerah
perempuan, pemuda PENGEMBANGAN DAYA|
(generasi milenial dan SAING KEOLAHRAGAAN
ﬁiﬂjﬁang dzis);abilitaién 2.19.03.1.03.0009  |Fembinaan dan Pengembangan  Olahragawan

Berprestasi Provinsi

20 |Memperkuat reformasi 2.20 URUSAN Tercapainya  kolaborasi, 2.20.02 PROGRAM
politik, hukum dan PEMERINTAHAN integrasi, dan PENYELENGGARAAN
birokrasi, serta BIDANG STATISTIK |standardisasi dalam STATISTIK SEKTORAL 2.20.02.1.01.0016 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
memperkuat penyelenggaraan  Sistem
pencegahan dan Statistik Nasional (SSN)
pemberantasan korupsi,
narkoba, judi, dan
penyeludupan. 2.20.02.1.01.0019 Peningkatan kualitas statistik sektoral

21 |Memantapkan sistem 2.21 URUSAN Menguatnya keamanan 2.21.02 PROGRAM
pertahanan keamanan PEMERINTAHAN siber dan sandi lingkungan PENYELENGGARAAN
negara dan mendorong BIDANG PERSANDIAN |Pemerintah Daerah PERSANDIAN UNTUK]
kemandirian bangsa PENGAMANAN
melalui swasembada INFORMASI ' .
pangan, energi, air, 2.91.02.1.01.0006 Penyedlgan Laygnan Keamanan Informasi dan

) . : Persandian Pemerintah Daerah

ekonomi kreatif, ekonomi
hijau, dan ekonomi biru
Memperkuat reformasi
politik, hukum dan
birokrasi, serta
memperkuat Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan
pencegahan dan 2.21.02.1.01.0008 Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

pemberantasan korupsi,
narkoba, judi, dan
penveludupan,
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22 |Melanjutkan 2.22 URUSAN Peningkatan Indeks 2.22.02 PROGRAM 292 .02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan
pengembangan PEMERINTAHAN Pemajuan Kebudayaan PENGEMBANGAN e Pranata Kebudayaan
infrastruktur dan BIDANG KEBUDAYAAN |(IPK) KEBUDAYAAN 222.02.1.01.0013 Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan
meningkatkan lapangan e Kebudayaan
kerja yang berkualitas, 2.22.05 PROGRAM 2.22.05.1.01.0002  |Penetapan Cagar Budaya
mendorong PELESTARIAN DAN
kewirausahaan. PENGELOLAAN CAGAR 2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya
mengembangkan BUDAYA
industri  kreatif serta
mengembangkan
agromaritim industri  di

sentra produksi melalui
peran aktif koperasi.

Memperkuat
penyelarasan kehidupan
yang harmonis dengan

lingkungan, alam, dan
budaya serta
peningkatan toleransi
antarumat beragama
untuk mencapai
masyarakat yang adil

dan makmur.

2.22.05.1.02.0004

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga
Pelestari Cagar Budaya
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23 |Memperkuat 2.23 URUSAN Meningkatnya Kegemaran 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN
pembangunan  sumber| PEMERINTAHAN Membaca dan Literasi PERPUSTAKAAN
daya manusia (SDM), BIDANG Masyarakat
sains, teknologi, PERPUSTAKAAN
pendidikan, kesehatan,
prestasi olahraga, Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital
kesetaraan gender, serta 2.23.02.1.01.0011 oleh Masyarakat P ( gital)
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi  milenial dan
generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
Memperkuat . 223.02.1.01.0017 Pem.bm.aan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat
penyelarasan kehidupan Provinsi
yang harmonis dengan 2.23.03 PROGRAM 293.03.1.01.0001 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya
lingkungan, alam, dan PELESTARIAN KOLEKSI R Cetak dan Karya Rekam
budaya serta NASIONAL DAN NASKAH
peningkatan toleransi KUNO
3:Iirkumat l;?;izm; Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan

p. 2.23.03.1.03.0003 Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk
masyarakat yang adil . . .
Dilestarikan dan Didayagunakan

dan makmur.

24 |Memperkuat 2.24 URUSAN Meningkatnya Tertib Arsip 2.24.02 PROGRAM Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang

penyelarasan kehidupan
yang harmonis dengan

lingkungan, alam, dan
budaya serta
peningkatan toleransi
antarumat beragama
untuk mencapai
masyarakat yang adil

dan makmur.

PEMERINTAHAN
BIDANG KEARSIPAN

dan Mengembangkan

Memori Kolektif Bangsa

PENGELOLAAN ARSIP

2.24.02.1.01.0012

menjadi kewenangan provinsi

2.24.02.1.03.0001

Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan
Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
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25 |Memantapkan sistem 3.25 URUSAN Terwujudnya Tata Kelola 3.25.02 PROGRAM Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir|
pertahanan  keamanan PEMERINTAHAN Kelautan dan Perikanan PENGELOLAAN 3.25.02.1.01.0002 dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari
negara dan mendorong BIDANG KELAUTAN |yang Berkelanjutan KELAUTAN, PESISIR Pemerintah Pusat
kemandirian bangsa DAN PERIKANAN DAN PULAU-PULAU 3.95.02.1.01.0006 Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi
melalui swasembada KECIL Materi Teknis Perairan Pesisir
pangan, energi, air, 3.25.02.1.01.0011 Pelibatan masyarakat dalam operasional dan
ekonomi kreatif, ekonomi T pemeliharaan prasarana tambak garam
hijau, dan ekonomi biru 3.25.05 PROGRAM 3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan lkan di Laut
PENGAWASAN SUMBER IR sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
DAYA KELAUTAN DAN Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau
PERIKANAN 3.25.05.1.01.0014 usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil
sesuai kewenangan provinsi
3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha per‘nar_1faatan sumber daya
kelautan kewenangan provinsi
Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan
3.25.05.1.02.0004 dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai
kewenangan provinsi
Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau
3.25.05.1.02.0005 usaha pengangkutan ikan di wilay?h sgngai, danau1
waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai
kewenangan provinsi
Pengawasan Usaha Pembudidayaan lkan di wilayah
3.25.05.1.02.0006 sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air
lainnya sesuai kewenangan provinsi
26 |Melanjutkan 3.26 URUSAN Meningkatnya  Kontribusi 3.26.02 PROGRAM 3.26.02.1.01.0001 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
pengembangan PEMERINTAHAN Pariwisata dan Ekonomi PENINGKATAN DAYA - - —
infrastruktur dan BIDANG PARIWISATA |Kreatif dalam Mendukung TARIK DESTINASI| __ 3:26.02.1.01.0006 _ |Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi
meningkatkan lapangan Pertumbuhan Ekonomi PARIWISATA 3.26.02.1.03.0001 Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi
Ir;e(;fdo{s:g berkualitas, D 3.26.02.1.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
kewirausaﬁaan, Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
mengembangkan 3.26.02.1.03.0004 Pras.ara.na dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata
industri  kreatif serta Provinsi _ —
mengembangkan 3.26.02.1.03.0010 E:zwg;?;a;ml:;p;snas SDM Pengelola Destinasi
agromaritim industri _di 3.6.04 PROGRAM Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang
sentra produksi melalui . R X
peran akiif koperasi. PENGEMBANGAN 3.26.04.1.01.0004 Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses kg
EKONOMI KREATIF Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi

MELALUI PEMANFAATAN

DAN PERLINDUNGAN
HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL

dan Pasar

3.26.04.1.01.0005

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha
Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula

3.26.04.1.02.0012

Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi
kreatif daerah

3.26.04.1.02.0013

Fasilitasi Kekayaan Intelektual

3.26.04.1.02.0015

Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah

3.26.04.1.02.0017

Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi
Kreatif Daerah
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27 |Memantapkan sistem 3.27 URUSAN Meningkatnya Produksi 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan
pertahanan  keamanan PEMERINTAHAN Pertanian DAN PENGEMBANGAN o Sarana Pendukung Pertanian
negara dan mendorong BIDANG PERTANIAN SARANA PERTANIAN 3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran
kemandirian bangsa o Sarana Pertanian
melalui swasgmbad.a 3.97.02.1.02.0013 Perbanyakarl' Ben'ih Bersertifikat Tanaman Pangan
pangan, energi, air, Berbentuk Biji/Benih
ekonomi kreatif, ekonomi 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan
hijau, dan ekonomi biru DAN  PENGEMBANGAN o dan Komoditas Pertanian
PRASARANA Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana
PERTANIAN 3.27.03.1.01.0009 Pendukung Pertanian Lainnya
3.27.03.1.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
28 |Memantapkan sistem 3.28 URUSAN Meningkatkan pengelolaan 3.28.03 PROGRAM 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar|
pertahanan  keamanan PEMERINTAHAN hutan lestari  sebagai PENGELOLAAN HUTAN T Kawasan Hutan Negara
negara dan mendorong BIDANG KEHUTANAN |sumber pertumbuhan Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk
kemandirian bangsa baru, pengentasan 3.28.03.1.06.0006 akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK)
melalui swasembada kemiskinan, serta dan Pasar
pangan, energi, air, ketahanan pangan, air dan 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan
ekonomi kreatif, ekonomi energi DAN PELATIHAN, e Kelompok Tani Hutan
hijau, dan ekonomi biru PENYULUHAN DAN
PEMBERDAYAAN 3.28.05.1.01.0008  |Penyiapan Perhutanan Sosial
MASYARAKAT DI
BIDANG KEHUTANAN
29 |Memantapkan  sistem 3.29 URUSAN Pencapaian ~ Ketahanan 3.29.05 PROGRAM 3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
pertahanan  keamanan PEMERINTAHAN Energi PENGELOLAAN ENERGI - - -
negara dan mendorong BIDANG ENERGI DAN BARU TERBARUKAN 3.29.05.1.09.0002 Pelaksanaan kegiatan konservasi energi
kemandirian bangsa SUMBER DAYA 3.29.06 PROGRAM Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga
melalui swasembada MINERAL PENGELOLAAN 3.29.06.1.06.0005 Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan
pangan, energi’ air, KETENAGALISTRIKAN Perdesaan
E;;’So(gnk;ia;&:(i%r;ﬁjml Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik
! 3.29.06.1.06.0006 Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan
Perdesaan
30 |Melanjutkan hilirisasi 3.30 URUSAN Meningkatnya 3.30.03 PROGRAM 3.30.03.1.01.0002 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi
dan  mengembangkan PEMERINTAHAN Perdagangan melalui PENINGKATAN SARANA R Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
industri berbasis sumber| BIDANG Integrasi  Rantai Pasar DISTRIBUSI 3.30.03.1.01.0003 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar|
daya alam untuk| PERDAGANGAN Domestik dan Global PERDAGANGAN - Lelang Komoditas
meningkatkan nilai 3.30.05 PROGRAM 3.30.05.1.01.0001 Pameran Dagang Internasional/Nasional
tambah di dalam negeri. PENGEMBANGAN

EKSPOR

3.30.05.1.01.0004

Peningkatan Citra Produk Ekspor
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31 |Melanjutkan hilirisasi 3.31 URUSAN Tercapainya pertumbuhan 3.31.02 PROGRAM Perencanaan 3.31.02.1.01.0001 Penyusunan  Rencana Pembangunan  Industri
dan  mengembangkan PEMERINTAHAN sektor industri pengolahan DAN PEMBANGUNAN oo Provinsi
industri berbasis sumber| BIDANG nonmigas INDUSTRI 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
daya alam untuk PERINDUSTRIAN Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
meningkatkan nilai 3.31.03 PROGRAM Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap
tambah di dalam negeri. PENGENDALIAN 1ZIN 3.31.03.1.01.0003 Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang

USAHA INDUSTRI menjadi kewenangan Provinsi
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar|
kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka
penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui
8.31.03.1.01.0004 Sistem Informasi Industri Nasional (SlINas) yang
terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission
Risk Base Approach (OSS RBA)

32 |Membangun dari desa 3.32 URUSAN Mewujudkan transformasi 3.32.03 PROGRAM Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi
dan dari bawah untuk PEMERINTAHAN  |kawasan transmigrasi PEMBANGUNAN 3.32.03.1.01.0009 Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD
pertumbuhan  ekonomi, BIDANG menjadi pusat KAWASAN Tinakat Kabupaten/ Kota
pemerataan ekonomi TRANSMIGRASI pertumt?uhar? lokal TRANSMIGRASI 3.32.03.1.01.0018 Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi
dan pemberantasan Transmigrasi
kemiskinan. 3.32.04 PROGRAM

PENGEMBANGAN Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan
KAWASAN 3.32.04.1.01.0001 Pemukiman
TRANSMIGRASI

33 |Memperkokoh ideologi 8.01 KESATUAN BANGSA |Meningkatnya Kualitas 8.01.03 PROGRAM
Pancasila, Qemokra§i, DAN POLITIK Politik . dan  Demokrasi PENINGKATAN PERAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,
dan hak asasi manusia Indonesia . . .se.rtg PARTAI POLITIK DAN Etka Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
(HAM). Implementasi Nilai-Nilai LEMBAGA PENDIDIKAN Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan

ideologi Pancasila MELALUI  PENDIDIKAN|  8.01.031.01.0008 4. portai pojitik, Pemilihan Umum/Pemilinan Umum
POLITIK DAN Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
PENGEMBANGAN ETIKA| Daerah
SERTA BUDAYA POLITIK
Memperkuat 8.01.04 PROGRAM Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran
penyelarasan kehidupan PEMBERDAYAAN DAN Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
yang harmonis dengan PENGAWASAN Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
lingkungan, alam, dan ORGANISASI Asing di Daerah
budaya serta KEMASYARAKATAN
peningkatan toleransi
antarumat beragama
untuk mencapai
masyarakat yang adil
dan makmur. 8.01.04.1.01.0003
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SUB KEGIATAN

2

3

4

5

6

8

9

Memperkuat  reformasi
politik, hukum dan

birokrasi, serta
memperkuat

pencegahan dan
pemberantasan korupsi,
narkoba, judi, dan

penyeludupan.




